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WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMAMNG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PE DAPATAN

DAN BELANJA DAEMH KOTA SEMARANG TAHUN ANGG 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan

dan Pasal 69Keuangan Daerah yang berpedoman pada pasal 6
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten Pengelolaan
Keuargan Daerai, Belanja Tidak Terduga dapat untuk
keperluan mendesak yang bersifat wajib yaitu ia untuk
teiaminnya kelangsungan pemenuhan

b.

c.

: 1.

dasa-r masyatakat yang diantaranya yaitu melaksan
kepada pihak ketiga;
bahwa sehubungan dengan adanya keperluan
bersifat wajib, maka perlu dilakukan penyesuaian

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggamr Pendapa
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Semarang

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d dalam
buruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturar Walikota Nomor 78

1950 tent€ng
Lingkungan
dan dalam

pelayanan
kewajiban

pergeseran

dan Belanja

Pembentukan
insi Djawa

Istimewa

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun
Daerah-daerah Kota Besar dalam
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
Jogiakarta;
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cdkai (Lembaran
Negara Republik tndonesia Tahun 1995 Nomor i76, Tambahan
Ifmba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 361$) sebagarmana
tela-h diubah dengan Undang-Undang Nomor 3q Tahun 2OOZ
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (lembararl Negara Republik Indonesif. Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Ir{donesia Nomor
4755):

3.

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahu! 1999 tentang
dan NepotismeNegara yang Bersih darl Bebas dari Korupsi, Kolusi

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 Nomor 75,
38s1);Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia N

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Negara
3 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentarg
a286lt

Negara (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan l€mbarar Negar"a Republik Indonesia NoIIlor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent€nd pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negarta (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor b6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undalg-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tehtang Sistem
Perencanaar Pembangunan Nasiona-l (l,embaran Npgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lerfibaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahrln 2014 Nomor
244, Tarnbaha'r kmbaran Negara Republik Indonesi+ Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir d{ngan Undarrg-
Undang Nomor 11 Ta_hun 2Q2O tentang CipA Kqrja (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubuilgan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (tefnbaran Negara
Republik Indonesia "lal\\t 2022 Nomor 4, Tambahan L€mba.ran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentpng Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Npgara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahal l€r4baran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daetah Tingkat II
Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal gerta penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkaf II Semarang
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tenlah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta-hun 1992 Nomor 89);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentafrg pengelolaa.n
Keuangan Badan la.yanan Umum (Lembaran N{gara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan k{nbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentfng perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuarrgart Badan l,ayanan Umum (l,efibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambdhan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (l€mbaran Negara Republik Tahun 2005
Nomor 137, Tamba_han I€mbafan Negara Rep
Nomor 4575);

Indonesia

14. Peiaturan Perarerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara blik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan kmbaran N Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten Perubahan

tang Sistem
blik lndonesia

Repubiik
Indonesia Nomor 515);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaporan
baran Negan

Republik Indoneaia Tahun 2006 Nomor 25,
Negara Republik Indonesia Nomor 46 1 4) ;

16. Peraturar Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten
Pendidikar (l,embaran Negara Republik Indonesi4 Tahun 2OO8
Nomor 91 Tambahan L€mbaran Negara Repu$lik lndonesia
Nomor 4864);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentand Tata Ca-ra dan
Pemanfaatart Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 119);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tehtang Standar
Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahaa Lembaran N(gara Republik
lndonesia Nomor 5165):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 terrltaf,A Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q12 Nomor 5,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nodor 5272);

Atas Peraturan Pemerinatah Nomor 56 Tahun 2005
Infoimasi Keuangan Daerah (Lembaral Negara Rep
Tahun 2010 Nomor 1 10, Tambahan l€mbar.an N

lembaran

Pendanaan
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talun 2014 ten Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara blik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan l€mbaran N Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah ubah dengar
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O ten
Atas Peraturan Pemerinta_h Nomor 27 Tahun

Perubahan
2O14 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Perat'larL Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 teftang Standa_r

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara Rep{blik Indonesia
Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tenfang pinjaman
Daerah (l€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi{ N omor 62791:

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentafrg pengelolaan

Keuangan Daerah (I€mbaran Negara Republik In{onesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan l,embararl Negara Rep4blik Indonesia
Nomor 6322);

25. Peraturan Daerah Kota
Penerimaarr Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daefah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tah 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaral Daerah Semarang
Tahun 2007 Nomor I Seri E, Tambahan Lem Daerah Kota
Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah d
Daerah Kota Semaralg Nomor 5 Tahun 2013 ten
Atas Peraturan Daerah Kota Semarans Nomor 1

tentang Pengelolaan Keuangan Daeral
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Semarang Nomor 83);

27. Peraturan Daerah Kota Semarans Nomor 2 Tahun 20 1 tentang Bea
Perolehar:r Hak Atas Tanah dan Bangunan ) (l€mbaran

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tam
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tam
Daerah Kota Semarang Nomor 49);

Peraturan
Perubahan

Tahun 2006
Daerah Kota
Daerah Kota

Lembaran

Lembaran

7/d



28. Peraturan Daemh Kota Semarang Nomor 3 Tatrurl 2011 renrang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahrfn 2011 Nomor
3, Tamba-han L€mbaran Daerah Kota Semararig Nomor 49)
sebagaimaana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota
Semaiang Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tenQng pajak Hotel
(l€mbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nom{r 4, Tambahan
L€mba-ran Daerah Kota Semarang Nomor 126);

29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tanur! 2011 tentang
Pajak Restoran (lembaran Daerah Kota Semaran! Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan l.embaran Daerah Kota Semar[ng Nomor 50)
sebagaimana telah diubah dengan peraturaar Daerah Kota
Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peruba_hal [tas peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restolan (kmbaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambdha:r lembaral
Daerah Kota Sematang Nomor 127);

3O. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun] 2011 tentang
Pajak Hiburan (l,embaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan Iembaran Daerah Kota Sema-rFng Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 20i8 tentang Perubahan ]Atas peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 (krtbaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan krhbaran Daerah
Kota Semarang Nomor 128);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semaran{ Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Iembaran Daerah Kota Semarar{g Nomor 53);

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Selrrarang Ta_hun
2O11 Nomor 7, Tambahan Lembaral Daerah Kota Slmarang Nomor
54) sebagaimana telah diubah dengar Peraturar Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak
Penerangan Jalan (lembaran Daerah Kota Semararig Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota SemaJailg Nomor 89);

33. Peraturan Daerah Kota Semaiang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semaran! Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semara4g Nomor 55);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Mineral Bukan logam dan Batuan (Lembaranl Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembardn Daerah Kota
Semarang Nomor 56);

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahuri 2O11 tentalg
Paja.k Parkir (l€mbarar Daerah Kota Semarang Tahrln 2O11 Nomor
10, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nonior 57);
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36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahulp 2011 rentang
Pajal{ Sarang Burung Wa_let (L€mbaran Daerah lfota Semarang
Tahun 20 1 1 Nomor 1 1 , Tambahan kmba-ran Daerah Kota
Semarang Nomor 58);

37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahuri 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembarar{ Daerah Kota
Semanng Tahun 20 1 1 Nomor 1 3 , Tambahan krlrbaran Daerah
Kota SemaJang Nomor 60);

38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahur! 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembara]r Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahal lembar4n Daerah Kota
Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terathir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Talurl 2012 tenmng
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semfrang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di (ota Semarang
(L€mbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomdr 1, Tambahan
l,embaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);

39. Peraturar Daerah Kota Semararrg Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (t€mbarad Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembardn Daerah Kota
Semarajig Nomor 70) sebagaimana telah diubah derigan peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan ,j\tas peraturan
Daerah Kota Semaiang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota S{narang Tahun
2018 Nomor 7, Tambahan l,€mbai.an Daerah {ota Semarang
Nomor 129);

40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Sema-rang (l,edrbaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan terhbaran Daerah
Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah d]iubah dengan
Peratura! Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahu4 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Ngmor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kpta Semarang
(I.€mbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan l,embaran Daeral Kota Semarang Nomor Q0);

41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahur! 2016 tentang
Pembentukan dan Susunal Perangkat Daerah I(ota Semarang
(Lemba-ran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 14,
Tambahan l,embaran Daerah Kota Semarang Nomor 1 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2O2L terltang Perubaharr ,i\tas peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun p016 tentang
Pembentukan da.rr Susunan Perargkat Daerah 4ota Semarang
(Lembal:an Daerah Kota Semarang Talun 2021 Nomob 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
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42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
Rencana Pembalgunan Jangka Menengah
'lahun 2O21-2O26 (kmbaran Daerah Kota
Nomor 6);

6 Tah 2021 tentang
Daerah Semarang
S

43. Peraturan Daerah Kota Semaralg Nomor 7 Tah
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2
Daeral Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 7);

Tahun 2021

2O2I tantang
dapatan dan
20 (Lembaran

2021 tenta'lg
Tahun

44. Peraturan
Anggaran
Anggaran

Daerah Kota Semarang Nomor 13 Ta}r
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
2022 (l,€/nbarar, Daerah Kota Tahun 2021

Nomor 13);

926]l
47. Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 20 1 tentang Tata

Cara Pengalggaraa, Pelaksanaal dan Penatau Belanja Yang
Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Tahun
2021 Nomor 72):

48. Peraturari Walikota Sema-rang Nomor 78 Tahun 2O21 tentalg
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2022 (BeiI:^ Daerah (ota Semarang
Tahun 2021 Nomor 78);

49. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan BeLarja Daerah (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 87).

MEMUTUSIGN:

MenetapKan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATA$ PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 78 TAHUN 2O21 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAF{JA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 78
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapa dan Belanja

Daerah KotaDaerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Ben
Semarang Tahun 2021 Nomor 78) diubah sebagai beriku

1. Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Peru sebagaimana

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun] 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun] 2O2I ter\tafrg
Pedomatr Penyusunan Anggaran Pendapatan darl $elanja Daerah
Iahu'r 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahr.Jn 2021 Nomor

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;

l/{



2. Lampiran II pada kode rekening program, kegiatan
pada:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Penataan Ruang;

sub kegiatan

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
g. DinasPerindustrian;
h, Badan Pefencanaan Pembangunan Daerah;
i. Badan Pengelolaal Keuangan darr Aset Daerah;j. Sekretariat DPRD;

diubai, dengan perubahan sebagaimana tercantum
Il Peraturan Walikota ini;

Lampiran

3. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud angka 1 dan
angka 2 diforrnulasikan lebih lanjut dalam Peru Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang be tan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di gkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Kota Semarang.

pengundangan
Berita Daerah

Di undangkan di Semarang
pada targgal 2\ Jafruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1' Januari 202

2022 NOMOR e'

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

HENDRAR PzuHADI
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